KEMENTERIAN PENERANGLN
No+8/Us P PERLTURAN PEMERINT.LH NO. 5 TAHUN 1952, Djakarta 5/2'52
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bshwe masa-veralilian termalsud pada pasal 3 "Persetu-
djuan tentang kedudukon pegawail Pemerintah sipil ber-
hubung dengan penjerahan kedeulaten' kini telah berachil

b, bahwa karena itu kini dianggap perlu untuk nenetapkan
t jara menzntur dAjebatan dan gedik pegawai Republik In-
donssia bukan warga-negars;

Mengingat: a, "FPersetudjuan tentans kedudukan pegawai Pemerintah sipil
berhubung dergean penjerahan kedaulatan';
b, Penctupen tangegul 6 Dianuari 1949 No.2 (Staatsblad 1949
Noe2), seperti telah diubah dan ditambah kemudian;
Ce PuGePe 1948, juncto Peraturan Pemerintah tahun 1950
No.16 can 2% (Lewbaran Negara 1950 No.l6 dan No,bl);
d., Peraturen Pemsrintan o, 22 tahun 1948;

Mengingat pula: passl 119 Undang-uncdang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Mendengar: Dewan Mentsri dalam repatnja pada tanggal 25 Djanuari 19%2;
Mamnetus lbans

Dengan membatalkan segala ksestontuan Jang bertentangan dengan
peraturan inl, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURALN SEMENTARA TENTL NG PENETAPAN DJARATAN DAN GADJI PEGLWAI NE=
GERI SIFIL BURLAN WARGA-NEGLRA.
Prsel 1.

(1) Diabatan dan zadji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negare
dan lain=lain penghasilanuja jung sah jang hingge kini belum di-
atur menurut Peraturan Pemerinteh No.lé den No.23 tahun 1950,se=-
perti telah ditambah dan diubah kemudian, ditetapkan menurut Pe-
raturan Pemerintan terssbut, -

(2) Dari ketentuan tersebut dalam ajat (1) diket jualikan mereka jang
termasuk golougen pepawal jang diberikan tundjangan luar blasa
menurut pesal 1 dan pesal 3 Pesreturan Pemerintal No.10 tahun 1951,

Pasel 2,

Pegawal bukan warge-negers jang dengan berlakunja peraturan ini
mendapat gadji-pokok, Jang kureng djumlahnja darl gadji-pokok jang
diterimanja terachir menurut penebapan dalam Staatsblad 1949 No.2,
atau aturan jang serupa dengun 1ltu, diberi gadji tambahan persalihan
sed jumlah perbedaan antara gedjl=pokok Jang terachir dan gadjl-pokok
menurut peraturan inie.

Pnsal %,

Gadji tembahan peralihan termsksud pada pasal 3 dikureangi dengan
djumlah tembahan gadji-pokok scpenuhnja, pada waktu pegawei jang ber-
sangkutan diberi[gadji etaupun diangkat dalam djabaten Jang gadjinja
lebih tinggi./kenaikan

Pasa h.

Peraturan ini mulai borlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952,

Lgar aupa ja setisp orang dapat mengetahuinja memerintahkan pe-
ngundangen Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonczsia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1952,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA,

SUKARNO
eI MENTERI URUSAN PEGAWAI,

pada tanggal 1 Pebruari 1952, STROSO



PRESIDEN REPUBLIK INDONES Ii

-

Menimbang: a. bshwa masa-peralilien termalzsud pada pasal 3 Y“"Perasetu-
djuan tentang kedudukan pegawal Pemerintah sipil ber-
hubung dengan penjerahan kedeulaten" kini telah berachin

be bahwa karena itu kini dianggap perlu untuk menetapkan
t jara mengatur Ajebatan dan gadjt pegawal Republik In-
donssia bukan warga-negara;

Mengingat: a. "Persetudjuan tentans kedudukan pegawai Pemerintah sipil
berutung derngan penjerahan kedaulatan';
b. Penetupen tangeul 6 Dianuari 1949 Xo.2 (Staatsblad 199
No.2), seperti telah diubah dan ditambah kemudian;
e PoGaPe 1948, juncto Peraturan Psmerintah tahun 1950
No,16 dan 22 (Lewbaran Negara 1950 No.lL6 dan No.bl):
d. Peraturen Pemcrintan o, 22 tahun 19L8;

Mengingat pula: pacal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Menden' ar: Dewan ventsrl dalom repatnja pada tarmgal 2 Djanuar i X H
i (S ] 2
Memyd tusg kan s

Dengan membatalkan segals kstontuan Jang bertentangan dengan
peraturan inl, menetapikan Peruturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTLNG PENETAPAN DIARATAN DAN GADJI PEGAWAI NE-
GERI STIIL BIURKLN WARGA-NEGALRA.
Fe -‘D'i;‘l_. 1 »

(1) Djabatan dan gadji pegawal Republik Indonesia buken warga-negare
dan lain-lain penghasilannja jung sah jang hingga kini belum di=-
atur menurut Peraturan Pemerinteh No.l6 dan No.23 tahun 1950,se=-
pertl teleh ditambalh dan diubah kemudian, ditetapkan menurut Pe-
raturan Pemsrintan terssbut, -

(2) Dari ketentuan tersebut dalam ajat (1) diket jualikan mereka Jang
termasuk golougen pegewal jang diberikan tund jangan luar bilasa
menurut pesal 1l dan pesal % Psreturan Pemerintal No.1l0 tahun 1951.

Pasal 2.

Pegawal bukan warge-negera jang dengan berlakunja peraturan ini
mendapat gadji-=pokok, Jang kureng djumlahnja darl gadji-pckok jang
diterimanja terachir menurut penetapan dalam Staatsblad 1949 No.2,
atau aturan Jang serupa dengun itu, diberi gadji tambahan peralihan
sed jumlah perbedaan antara gadjl-pokok Jang terachir dan gedjl-pokok
menurut peraturan inie.

Gedji tembahan peralihan termaksud pada pasal 3 dikurangi dengan
djumlah tembahan gadji-pokok scepenubnje, pada waktu pegawal jang ber-
sangkutan diberiégadji ataupun diangkat dalam djabaten jang gadjinja
lebih tinggil./kenaikan \

Pesal L.

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952,

hAgar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahken pe-
ngundangan Peraturan Pemerintah ini dengen penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Incdoncsia,
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1952,

PRESIDEN REPUBLIK INDONES Ii,

SUKLRNO
Diundenglkan MENTERI URUSAN PEGAWAI,
pada tanggal 1 Pebruari 1952, SUROSO
MENTERT KEHAKIMAN, MENTERI KEUANGAN,
ttd. : JUSUF WIBISONO

MOEHAMMAD NASROEN LEMBaRaN NEGARA NO,7 TLHUN 1952,



PLltATUNLN Pelfbu INTAH doe 5  WenUN 1952,

—— e e — — ——— 4, ————. ——— ——

Seperti terrjate darsi pertimbunsennja, maka Feragturan Penerine
tah ini bher daser aiLas keperluan untuk menetavken gadji pegawal Re=-
publik Indonesie bangsa dclanda, bYarhuvbung dengen berachirnja masa-
peralihan termaksud dalam pasal 3 Pérsetudjuan Konperensl Medja osun-
dar tentang keduduken pepguwal Femerintah sipil berbubung dengan pe=-
njerahan lkedaulatan,

Pada azasnja pogawal vangsa Belanda itu jang hinggs kini diga-
dji menurut B,i.Ge 10h9 ternitung mulai udruhul 1 Djsnuari 19%2 4
gadji menurut P.G.P. 1948 dan P. P, lios 16 dan No. 2% taaun 1950,
ouhingga mulai tanggal tersebut berisku nenja =satu peraturan gadji,
untuk scmua pegawal Nezeri dengsn tidak membodc-bodokan kebangsesannje.

Dgri ketentuan tadi diketiuelilan tenegza-tenaza achli jang te-
lah aiberikan tundjer.zan lu?r Lizsa meaurut P.P. 10/7951
Untuk tenaga=-ternaga aschli izl mesih berlelku pneratiren=-persturan dahu-

lu sampal altctapkan psreiuran gadji baru jang kini sedan5 dirent jana=
kan. Setelah itu, mcka djuga werske itu alan dimasukkan dalam e ra-
turan gadji baru itu.

Pendjelzsan pamal demi pasal dirass tiduk perlu,
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